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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian
Kesehatan Rl No. HK.02.02/4/1/2021 tentang petunjuk teknis pelaksaan
vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terkait
syarat penerima vaksin COVID-19



